
Sasaran Kinerja Keuangan

Strategis Indikator
No

Pemerintah Kinerja Target
Tujuan I Indikator

Daerah No
Sasaran Kinerja

Satuan Triwulan Realisasi (%) Program Pagu Realisasi (%)

1

1 Terwujudnya Indeks 1 Meningkatkan Level Level 0 0 0.00

Tata Kelola Pelayanan kualitas Maturitas

Pemerintahan Publik pengawasan Sistem

yang Efektif, intern dalam Pengendalian

Efisien, mewujudkan Intern

Akuntabel, penyelenggaraan Pemerintah

dan Adaptif pemerintahan (SPIP)

yang bersih,

akuntabel dan
transparan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE ·1

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

INSPEKTORAT
TAHUN 2026



Meningkatnyakinerja Inspektorat

Belumtersedia data capaiannyadi TriwulanI denganIndikatornyaadalah Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)Inspektorat dan faktor pendukungnya: Adanya
partisipasi penggunalayanan dalammemberikanpenilaian terhadap kualitas pelayananyang diberikan(Telahdilaksanakanpengisian survei kepuasan
masyarakat olehpenggunalayanan Inspektorat sejak TriwulanI).

Meningkatnyaefektivitas peran APIPdalampenyelenggaraanpemerintahan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)dan faktor
pendukungnya: Adanyakomitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (telah dibentukTim
Satgas SPIP di Level Pemda dan Tim Pengelola Risiko di Level Perangkat Daerah),Telah dilaksanakan monitoring terhadap implementasi Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)Semester II Tahun Anggaran2025 pada TriwulanI Tahun 2026, Telah dilakukan penyesuaian dokumen RTPTahun 2026 sebagaitindak
Ianjut atas perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),dan Dukungan pembinaan dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunandalam
penguatan implementasiSPIPdi pemerintah daerah.

Meningkatkankualitas pengawasanintern dalam mewujudkanpenyelenggaraanpemerintahan yangbersih, akuntabel dan transparan

1. LevelKapabilitasAPIP(Belumtersedia data capaiannya pada TriwulanI) dengan faktor pendukungnyaadalah Ketersediaan dokumen dan data dukung
yang diperlukan dalam proses penilaian kapabilitas APIP(Telah dilaksanakannya proses penilaian KapabilitasAPIPTahun Anggaran2025 oleh Badan
PengawasanKeuangandan Pembangunansejak tanggal2 Februarisampai dengan7 Maret2026)dan Komitmenpimpinan dan aparatur pengawasandalam
meningkatkankualitas tata kelolapengawasaninternal.

2. Indeks Efektivitas PengendalianKorupsi(IEPK)(Belumtersedia data capaiannyapada TriwulanI) dengan faktor pendukungnyaadalah Adanyakomitmen
pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan upaya pencegahan korupsi, serta Dukungankebijakan dan programpenguatan
integritas di lingkunganpemerintah daerah.

B. FAKTOR PENDUKUNG



Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat IIKM)Inspektorat dan faktor penghambatnya : Proses

pengumpulan data survei masih berlangsung hingga Triwulan III dan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik dan hasil akhir baru

dapat diperoleh pada akhir tahun setelah seluruh data survei terkumpul.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
faktor penghambatnya : Penilaian maturitas SPIP belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I karena proses penilaian mandiri melalui aplikasi masih dalam tahap

persiapan, Sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian penilaian mandiri SPIP kepada perangkat daerah baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dengan

menghadirkan narasumber dari BPKP, dan Masih diperlukan penyesuaian dokumen pengendalian intern pada perangkat daerah sebagai dampak perubahan
SOTK.

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan faktor penghambatnya adalah Proses penilaian masih berlangsung

sehingga hasil resmi penilaian Kapabilitas APIP belum dapat ditetapkan pada Triwulan I, Terdapat perubahan metode dan kriteria penilaian sesuai

regulasi terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,

sehingga terjadi penyesuaian dalam proses penilaian dan berdasarkan surat edaran dari BPKP terdapat potensi penurunan nilai Kapabilitas APIP karena
perbedaan kesetaraan level dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)(Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan II dengan faktor penghambatnya adalah Penilaian IEPK

belum dilaksanakan pada Triwulan I karena proses pendampingan penilaian mandiri baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dan Kebutuhan
pengumpulan dan verifikasi data dukung dari perangkat daerah sebagai bagian dari proses penilaian.

C. FAKTOR PENGHAMBAT



O,S.E

99031002

Wonogiri, 06 Januari 2026

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan tindak lanjut di Triwulan

berikutnya adalah Melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan Inspektorat hingga Triwulan III, Melaksanakan Focus Group

Discussion (FGD)untuk mengidentifikasi permasalahan layanan dan merumuskan solusi perbaikan pelayanan, dan Menyusull rekomendasi peningkatan kualitas
layanan berdasarkan hasil survei dan pembahasan FGD.

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintaban

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

1. Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Menindaklanjuti hasil

penilaian Kapabilitas APIP yang akan ditetapkan oleh BPKP, Melakukan identifikasi area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kapabilitas APIP

dan Menyusun langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKPNomor 6 Tahun 2026 (sudah dilaksanakan
sosialisasi dan pemahaman ke APIP oleh Inspektur di Triwulan I).

2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)(Belum tersedia data capaiannya pada Triwulan I) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah

Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri IEPK kepada perangkat daerah pada Triwulan II (sesuai rencana yang telah tercantum dalam program
kerja pengawasan tahunan/PKPT Tahun 2026), Mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian

serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan I dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjutnya di
Triwulan berikutnya adalah Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian penilaian mandiri maturitas SPIP kepada perangkat daerah pada

Triwulan II dengan narasumber dari BPKP, Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dan implementasi RTP Tahun

2026, Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RTP guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern di lingkungan
pemerintah daerah (sesuai yang telah tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan/PKPT tahun 2026), serta Mengkoordinasikan pengumpulan data dan

dokumen pendukung sebagai bahan penilaian maturitas SPIP dengan tim pelaksana pendampingan penilaian mandiri SPIP perangkat daerah.

D. RENCANA TINDAK LANJUT







































































































































































































































































AU~~,

Wonogiri, 06 April 2026

FARRIKA KUSFANDARU, S.T.
199506082025062002

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPTITahun 2026 di Triwulan II.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisl real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidangakan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja PengawallanTahunan IPKPTITahun 2026 di Triwulan II.

Laporan Pengawasan Desa:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

D. RENCANA TINDAK LANJUT
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Kinerja

No Sasaran Kegiatan Indikator
Atasan

Target TriwulanNo Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan
1

ReaUsasi (%) Keterangan

1 Terlaksananya Jumlah Laporan 1 Tersusunnya Jumlah Laporan Laporan 0 0 0.00
Pengawasan Kinerja Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Pengawasan KinerJa Kinerja Pemerintah

Daerah Pemerintah Daerah Daerah yang
Diausun

2 Terlaksananya Jumlah Laporan 2 Tersusunnya Jumlah Laporan Laporan 5 5 100.00
Reviu Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan Reviu Evaluasi AKIP yang
Kinerja KinerJa Laporan Kinerja diausun

3 Terlaksananya Jumlah Laporan 3 Tersuaunnya Jumlah Laporan Laporan 1 1 100.00
Pengawasan Desa Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan

Desa Pengawasan Desa Desa yang Disusun

4 Terlaksananya Jumlah 4 Tersuaunnya Jumlah Laporan Laporan 0 0 0.00
Kerja Sama Kesepakatan Laporan Telaah Hasil Telaah Intern
Pengawasan Pengawasan Intern Antar Bidang Antar Tim yang
Internal Internal yang Disusun

Terbentuk

5 Terlaksananya Jumlah Dokumen 5 Tersusunnya Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0.00
Monitoring dan Hasil Monitoring Dokumen Hasil Monitoring
Evaluasl Tindak dan Evaluasi Monitoring Tlndak Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemerikaaan BPK Pemerikaaan BPK Rekomendasl Hasil Pengawasan yang
RI dan Tindak RI dan Tindak Pengawasan Disusun
Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Pemertkaaan APIP Pemerikaaan APIP

6 Terlaksananya Jumlah Laporan 6 Tersusunnya Jumlah Laporan Laporan 3 3 100.00
Pengawasan Dengan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Pengawasan dengan Dengan Tujuan

Tertentu Tujuan Tertentu Tertentu yang
Disusun

A. LAPORAN CAPAlAN KINERJA INDMDU TRIWULAN KE -1

: AGUSPRIYANTI,A.Md
: Auditor Penyelia
: MARDIANTO,SE
: INSPEKTUR

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

MONEV.CAPAIAN.INDIVIDU ..TAHUN.2026.TRIWULAN.1.NIP.1981081320110120044/1/26, 10:24 AM
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Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim
sehlngga dapat terlaksana sesual dengan rencananya

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga reallsasinya juga belum ada sampai dengan
Triwulan I Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga reallsasinya juga belum ada sampai dengan
Triwulan I Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan rapat rencana operastonal bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026 serta arahan plmpinan dan komitmen tim
sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIPmengingat deadline penyelesalan atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehlngga reallsasinya melebihi rencana aksl nya di
Triwulan I Tahun 2026

Reviu Laporan Kinerja :

Pengawasan Klnerja Pemerlntah Daerah :

Sesual Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan
Triwulan I Tahun 2026

Pengawasan Desa :

MONEV.CAPAIAN.INDIVIDU ..TAHUN.2026.TR IWULAN.1.NIP.1981081320110120044/1/26, 10:24 AM

B. FAKTOR PENDUKUNG
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Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan
lancar

Tidak ada faktor penghambat karena sesual Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu:

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasit Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat karena sesual Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan
lancar

Pengawasan Desa :

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan I dapat berjalan dengan
lancar

Tidak ada faktor penghambat brena sesual Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan I

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

MONEV.CAPAIAN.INDIVIDU ..TAHUN.2026.TRIWULAN.1.NIP.1981081320110120044/1/26,10:24AM

C.FAKTORPENGHAMBAT

- - --- - ---------
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Auditor Penyelia

Wonogirl, 01 April 2026

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadl target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPT)
Tahun 2026

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas
tindak Ianjut rekomendasi hasil pengawasan

Pelaksanaan reviu antar tim sesual yang telah tereantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPT)Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang :

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadl target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPT)
Tahun 2026.

Melanjutkan pelaksanaan evaluasl AKIP pada Perangkat Daerah lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPT)Tahun 2026 agar
terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPT)Tahun 2026, reneana pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Pengawasan Desa :

MONEV.CAPAIAN.INDIVIDU ..TAHUN.2026.TR IWULAN.1.NIP.1981 081320110120044/1/26, 10:24AM

D. RENCANA TINDAK LANJUT



























































































































Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan I

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Mebel

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel yang telah terlaksana di triwulan I

B. FAKTOR PENDUKUNG

Kinerja

No Sasaran Kegiatan Atasan Indikator Target

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan Triwulan Realisasi (%) Keterangan
1

1 Terlaksananya Jumlah Mebel yang 1 Terlaksananya Jumlah mebel yang Unit 1 1 100.00

Pemeliharaan Mebel Dipelihara Pemeliharaan Mebel dipelihara

2 Terlaksananya JUmlab Gedung Kantor 2 Terlaksananya Jumlah gedung kantor Unit 0 0 0.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi dan bangunan lainnya

Gedung Kantor dan yang Gedung Kantor dan yang
Bangunan Lainnya Dipelibara/ Direhabilitasi Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

:SARWANTO
: Pengelola Umum Operasional
: MURNIHASTUTI,S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

TAHUN 2026



Wonogiri, 06 April 2026

MURNIHA UTI, S.E., M.M

197507102009032003

Belum ada tindak lanjutnya di Triwulan II karena pelaksanaannya masih di Triwulan IV sesuai rene ana aksi yang telah disusun

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Melanjutkan pelaksanaannya di triwulan II

Pemeliharaan Mebel

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Belum ditetapkan targetnya di Triwulan I sehingga belum tersedia realisasinya di Triwulan I

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tidak terdapat raktor penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan mebel di Triwulan I

Pemeliharaan Mebel

C. FAKTOR PENGHAMBAT



Kinerja

No
Sasaran Kegiatan

Indikator
Atasan Target

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan
Triwulan 1

Realisasi (%) Keterangan

1 Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan 1 Melayani antar Terlaksananya Laporan 3 3 100.00
Pemeliharaan, Dinas Operasional jemput pegawai pelayanan antar
Biaya atau Lapangan dan melayani jemput
Pemeliharaan, yang Dipelihara transportasi pejabat/ pegawai
Pajak dan dan dibayarkan lainnya yang dan transportasi
Perizinan Pajak dan bersifat kedinasan lainnya yang

Kendaraan Dinas Perizinannya dengan kendaraan bersifat kedinasan
Operasional atau dinas dengan kendaraan
Lapangan dinas

2 Memeriksa dan Kendaraan dinas Laporan 3 3 100.00

menyiapkan yang selalu siap

perangkat pakai
kendaraan dinas

agar selalu siap

pakai

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -1

: LASTOPAMUNGKAS
: Pengelola Umum Operasional
: MURNIHASTUTI,S.E., M.M
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja
Jabatan Pelapor
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev
Jabatan Pimpinan Pelapor

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

TAHUN 2026



• Usiakendaraan yang sudah tua berpotensi mengalamikerusakan.
• Keterbatasanwaktu untuk perawatanjika kendaraan sering digunakan.

Kendaraandinas yang selalu siap pakai dengan faktor penghambatnya:

• Potensi benturan jadwal penggunaankendaraan jika kegiatan meningkat.
• Keterbatasanjumlah kendaraan dibandingkebutuhan pada waktu tertentu.
• Risikogangguanteknis kendaraan seeara tiba-tiba.

Terlaksananyapelayanan antar jemput pejabat/pegawaidan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas denganbeberapa
faktor penghambatnya:

C. FAKTOR PENGHAMBAT

• Pelaksanaanpemeliharaan rutin kendaraan (servisberkala).
• Kedisiplinanpengemudidalam merawat kendaraan setelah digunakan.
• Ketersediaananggaran pemeliharaankendaraan.
• Kebiasaanpemeriksaan kendaraan seeara berkala.
• Dukunganadministrasi dalampeneatatan kondisi kendaraan.

Kendaraandinas yang selalu siap pakai dengan faktor pendukungnya:

• Ketersediaankendaraan dinas dalam kondisi operasionalyangbaik.
• Jadwal kegiatan kedinasan relatif tereneana sehinggapenggunaankendaraan dapat diatur.
• Dukunganpengemudi(driver)yang disiplin dan memahamirute serta kebutuhan pelayanan.
• Ketersediaananggaran operasional(88Mdan pemeliharaan ringan)yang meneukupi.
• Koordinasiinternal yang berjalanbaik antar bagian penggunakendaraan.

Terlaksananyapelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas denganbeberapafaktor
pendukungnya:

B. FAKTOR PENDUKUNG



MURNIHASTUTI,S.E., M.M

197507102009032003

LAST%:2KAS
197512162025211016

Pengelola Umum Operasional

Wonogiri, 06 April 2026

n Kepegawaian

• Menjadwalkao servis berkala secara konsisten sesuai standar.
• Melakukan pemeriksaan harian/miogguan terhadap kondisi kendaraan.

• Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penggantian keodaraan.

• Meningkatkan kedisiplinao peoggunaan kendaraan sesuai prosedur.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan tindak lanjutnya :

• Menyusun dan memperketat sistem penjadwalan kendaraan dinas.

• Melakukan pengecekan rutin kendaraan sebelum digunakan (pre-check).

• Menyusun skala prioritas penggunaan kendaraan untuk kegiatan kedinasan.
• Mengoptimalkan koordinasi antar pengguna kendaraan melalui administrasi peminjaman.

• Mengantisipasi kebutuhan tambahan kendaraao Uika diperlukan) melalui perencanaan ke depan.

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan tindak lanjutnya :

D. RENCANA TINDAK LANJUT



• Variasi bentuk dokumen menyebabkan belum seragamnya pola peneatatan dan penyimpanan.

• Tidak semua hasil pengawasan lainnya langsung diserahkan untuk didokumentasikan.

• Potensi keterlambatan dokumentasi karena volume dokumen yang cukup banyak.

Meskipun telah tereapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi sebagai berikut :

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

• Dokumen hasil reviu sering mengalami perbaikan sehingga memperlambat proses dokumentasi final.

• Kurangnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen dad Bidang.
• Belum tertibnya peneatatan dalam register atau sistem administrasi.

• Risiko duplikasi atau kehilangan dokumen apabila tidak segera didokumentasikan.

Meskipun telah tereapai sesuai dengan reneana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi seperti :

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

• Keterlambatan penyerahan LHP dari Bidang kepada pengelola administrasi.

• Penumpukan dokumen pada waktu tertentu sehingga proses peneatatan dan penyimpanan tidak langsung dilakukan.
• Belum optimalnya sistem pengarsipan digital (misalnya penamaan file, folder, atau indexing belum seragam).

Meski telah tereapai sesuai dengan rene ana targetnya namun terkadang masih terjadi kendala/hambatan seperti :

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

C. FAKTOR PENGHAMBAT



MARDIONO,S.E

197012152014061002
P~ft~~I'S.IP.'M.M

197212271992032002

Pengolah Data dan InformasiKepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Wonogiri, 02 April 2026

• Mendorong ketepatan waktu penyampaian dokumen dad Bidang.
• Melakukan monitoring rutin terhadap kelengkapan dokumentasi.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

• Menegaskan mekanisme bahwa hanya dokumen final yang didokumentasikan.

• Meningkatkan kedisiplinan pencatatan dalam buku register atau aplikasi.

• Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum disimpan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

• Meningkatkan koordinasi dengan Bidang agar LHP yang telah selesai segera diserahkan untuk didokumentasikan.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaanl

D. RENCANA TINDAK LANJUT
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